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ABSTRAK 

 

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah masuk 

dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia 

telah melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir tumbuhnya 

penyalahgunaan barang haram tersebut. Rehabilitasi merupakan salah 

satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan 

narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena 

pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan 

narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan 

Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi 

Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan 

Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi 

Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan 

(field research). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan bersifat deskriptif analisis. Bersumber dari data primer dan 

sekunder dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan 

rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung, telah melaksanakan 

Rehabilitasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika. Dalam merehabilitasi pasien BNN Provinsi 

Lampung menerapkan program layanan rawat jalan dengan 

menggunakan metode rehabilitasi psikososial atau intervensi 

psikososial. Dalam metode ini pasien mendapatkan beragam 

pendekatan dan terapi baik dilakukan secara individual maupun 

kelompok, dimana konten terapi, frekuensi dan durasinya disesuaikan 

dengan kebutuhan pasien. Pelaksanaan rehabilitasi bertujuan 

memulihkan atau menyembuhkan fisik bahkan mental seorang 

penyalahguna narkotika, agar mereka bisa abstinen atau berhenti 

mengkonsumsi narkotika dan barang haram lainnya. Namun, terdapat 

beberapa kendala yaitu terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana 

penunjang pelaksanaan rehabilitasi yang belum memenuhi standar dan 
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komitmen pasien rehabilitasi, untuk konsisten dalam menjalani 

program rehabilitasi. Sedangkan Tinjauan fiqih siyasah tentang 

pelaksanaan diatur dalam Siyasah Tanfidziyah yaitu mengatur 

mengenai permasalahan pelaksanaan Undang-Undang Negara. Di 

dalam Siyasah Tanfidziyah terdapat Wazir Tanfidz yang memiliki 

kewenangan pelaksana dari aturan yang dibentuk oleh pemerintah. 

Hal tersebut, sesuai dengan tugas Badan Narkotika Nasional yang 

yang melaksanakan aturan dari Pimpinan atau Pemerintah mengenai 

Rehabilitasi Narkoba relevan dengan kedudukan pada kewenangan 

Wazir Tanfidz sebagai pelaksana peraturan dari pemerintah. 

 

Kata Kunci : Narkotika, Rehabilitasi, Fiqh Siyasah. 
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MOTTO 

 

                           

                            

 )٨٥:النساء سورة)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar  

lagi Maha Melihat. 

 

(Q.S. An-Nisa [4]: 58). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam 

Penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul laporan Penelitian ini. Dengan 

adanya penjelasan judul ini, diharapkan tidak akan menimbulkan 

pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penulis 

Penelitian ini. Judul Penelitian yang dibahas adalah  “TINJAUAN 

FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN 

REHABILITASI DALAM PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi 

Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”  

1. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, 

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
1
 

2. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan 

melaksanakan sesuatu.
2
 

3. Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan 

suatu bentuk perlindugan sosial yang mengintegrasikan 

                                                             
1 Wahyu Abdul Jafar et al., “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan 

Al-Hadist,” Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18–

28. 
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kelima (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2017). 
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pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi 

melakukan penyalahgunaan narkotika.
3
 

4. Penyalahgunaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya 

dari penyalahgunaan adalah penyelewengan.
4
 

5. Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Pengertian diatas Berdasarkan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, dan dibedakan kedalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

adalah Adalah peraturan yang dibentuk sebagai pedoman 

dalam pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika 

melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 

hidup, dan pidana mati dan pencegahan peredaran gelap 

narkotika dan psikotropika di Indonesia serta rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika 

dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa, 

ditambah dengan fakta selama ini bahwa penyalahgunaan  

narkotika kerap kali disertai dengan adanya tindakan kriminal 

yang dilakukan oleh pelaku, maka hal tersebut dapat merusak 

keamanan dan ketertiban masyarakat.
5
 

                                                             
3Lysa Anggarayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika 

Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia (Uwais Inspirasi 

Indonesia, 2018). 
4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
5Mardani, Penyalahgunaanan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Pidana Nasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 



 

 
3 

Berbicara tentang narkotika, istilah narkotika dalam konteks 

Islam tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an. Namun 

karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan narkotika adalah sama bahkan lebih dahsyat dari 

minuman keras atau khamr. Sehingga ayat Al-Qur'an yang 

melarang dan mengharamkan minuman keras atau khamr dapat 

dijadikan sebagai dalil atau dasar larangan dan diharamkannya 

penyalahgunaan narkotika. Ayat al-Qur'an tersebut Antara lain, 

Allah berfirman ; 

                     

                       

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) 

berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-

Maidah : 90) 

 

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah masuk 

dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah 

Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan 

narkoba. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir 

tumbuhnya penyalahgunaan barang haram tersebut, diantaranya 

dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika diubah menjadi Undang-Undang 

nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini 

mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika 

melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 

hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang ini 

mengatur juga tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Sudah bukan menjadi rahasia bahwa pidana penjara tidak 

efektif bila diterapkan kepada seorang korban penyalahgunaan 
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narkoba karena banyak residivis tindak pidana narkotika di 

tangkap Kembali akibat menggunakan narkotika lagi. Karena 

Prilaku penyalahgunaan narkoba secara psikologis bukanlah 

sebuah prilaku yang bisa dihentikan secara langsung. Pecandu 

narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba dalam 

ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan 

ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh 

dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan 

takaran yang cendrung meningkat. 

Apabila penggunanya dikurangi atau dihentikan secara tiba-

tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis. Teori 

psikologi di atas sudah menjelaskan bahwa adiksi dalam 

penyalahgunaan narkoba, akan berbahaya jika dihentikan secara 

langsung. Akan tetapi, untuk menanganinya dibutuhkan proses 

metode-metode terapi dan program rehabilitasi secara bertahap 

agar pelaku penyalahgunaan bisa lepas dari ketergantungan. 

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penerapan Rehabilitasi 

di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”. 

Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pengobatan atau 

pemulihan kesehatan jiwa dan raga, Serta untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindugan 

sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib 

sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.
6
 

Dalam pelaksanaannya, Rehabilitasi diselenggarakan oleh 

instansi pemerintahan maupun oleh masyarakat atau swasta 

setelah mendapat persetujuan Menteri. Badan Narkotika Nasional 

(BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) 

indonesia yang mempunyai atau melaksanakan tugas di bidang 

                                                             
6Lysa Anggarayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika 

Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia. 
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pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. selain memiliki 

tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap lembaga rehabilitasi tersebut BNN pun secara khusus 

berwenang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial bagi 

pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Karena BNN adalah 

lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Dalam proses pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi 

Lampung berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan termasuk ke 

dalam salah satu kewenangan Negara yang mempunyai kekuasaan 

dalam tiga pilar, yaitu kekuasaan legislatif (al-Sulthah al-

Tasyri`iyyah), yang bertugas penting dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Dan 

dalam pelaksana dari peraturan yang sudah dibentuk itu, 

dinamakan dengan lembaga eksekutif (al-Sulthah al-Tanfidziyah). 

Peraturan yang sudah dibentuk, tentu saja harus tetap diawasi dan 

dipertahankan, tugas ini merupakan bagian dari lembaga 

yudikatif/peradilan (al-Sulthah al-Qadhaiyyah).  

Pelaksanaan Rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung, termasuk ke dalam Siyasah 

Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu objek 

kajian Fiqh Siyasah. Sementara menurut ulama terkemuka di 

Indonesia, T. M. Hasbi, Siyasah Tahfidziyah adalah kekuasaan 

untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam 

suatu pemerintah.
7
 

                                                             
7 H. A. Djazuli, Fiqh Siyâsah (Jakarta: Kencana, 2007), 30. 
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Melihat yang terjadi di lapangan saat ini, pelaksanaan 

rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan 

narkotika, masih terbilang sangat rendah. Kurangnya pengetahuan 

atau pemahaman terkait kesadaran masyarakat tentang bahaya 

pemakaian narkoba dan mengenai tentang rehabilitasi medis dan 

social serta kurang mendapatkan motivasi dari lingkungan 

terdekat. atau dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau 

penerapan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

ada. Oleh karna itu berdasarkan paparan yang telah dijelaskan 

diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi 

berjudul ” Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan 

Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi 

Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)” 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian  

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang Tinjauan 

Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam 

Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini tentunya didasarkan 

pada permasalahan Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rehabilitasi 

Dalam Penyalahgunaan Narkotika, sehingga penulis berfokus 

pada permasalahan tersebut. 

Sedangkan Sub Fokus dari penelitian ini adalah penyelesaian 

permasalahan yang terjadi berdasarkan pada Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dipaparkan 

diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan 

Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung?  

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan 

Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di 

BNN Provinsi Lampung?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Tujuan penelitian Dalam penulisan penelitian ini, 

penulis memiliki tujuan sehingga proses dari penelitian ini 

menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam mencari 

dan mengumpulkan data yang ada dilapangan. Tujuan yang ingin 

dicapai penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi dalam 

Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di BNN Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika di BNN Provinsi Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna dan bermanfaat serta memberikan informasi bagi 

pembaca terkait permasalahan Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan 
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Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kegunaan praktis, peneliti mengharapakan dengan adanya 

skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa 

menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi 

Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

b. Bagi peneliti, Untuk memenuhi syarat wajib dalam 

menyelesaikan studi pada Fakultas Syar’iyyah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana 

Hukum (S.H.). 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Donny Permana, Universitas 

Muhammadiyah Malang Dengan Penelitian Ini Dilakukan 

Pada Tahun 2019, yang berjudul "Efektivitas Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika” (Studi di BNN Kota Palangka 

Raya)."  Metode penelitian dalam penulisan ini adalah 

penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi 

kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyimpulkan bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya 

tidak berjalan efektif, karena masih banyak masyarakat yang 

tidak menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas 

Badan Narkotika Nasional Palangka raya juga menjadi 

penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. 

Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk 

mendapatkan kesembuhan dari narkotika melalui rehabilitasi 

tidak dapat berjalan dengan baik. penulis menyimpulkan 

bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan 
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efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak 

menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas 

Badan Narkotika Nasional Palangka raya juga menjadi 

penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. 

Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk 

mendapatkan kesembuhan dari narkotika melalui rehabilitasi 

tidak dapat berjalan dengan baik. penulis menyimpulkan 

bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan 

efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak 

menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas 

Badan Narkotika Nasional Palangka Raya juga menjadi 

penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. 

Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk 

mendapatkan kesembuhan dari narkotika melalui rehabilitasi 

tidak dapat berjalan dengan baik.
8
 Adapun persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas 

Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis 

menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian 

terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Ikbal Paneo, Universitas 

Negeri Gorontalo dengan penelitian ini dilakukan pada tahun 

2017, yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program 

Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan 

Obat-Obat Terlarang Di Gorontalo" Sifat Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Empiris atau pendekatan 

kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data 

primer meliputi wawancara bersama pihak-pihak terkait 

dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkotika yang 

kemudian dilakukan analisis pada sumber-sumber tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan program rehabilitasi di Gorontalo masih 

                                                             
8 Donny Permana, “„ Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban 

Penyalahgunaanan Narkotika‟ (Studi Di BNN Kota Palangka Raya),” Skripsi, 2019. 
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belum efektif dan masih memerlukan perhatian dari pihak 

pemerintah maupun BNN RI terutama menyangkut media 

atau tempat rehabilitasi yang memadai agar supaya proses 

pemulihan terhadap pasien narkotika bisa berjalan dengan 

baik, lancar dan sukses.Adapun Faktor – faktor yang 

menghambat pelaksanaan program rehabilitasi ialah 

minimnya fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan 

Rehabilitasi. Makanya perlu adanya suatu penambahan 

ataupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana baik itu 

peralatan medis dan juga tenaga medis agar prosedur 

rehabilitasinya bisa dilakukan sepenuhnya dan sesuai dengan 

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
9
 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas 

tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu 

penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan 

penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rizki Wiro Pangestu, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, yang berjudul 

"Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Pemakai Narkoba 

Di Rumah Sakit Jiwa Tampan"  Metode yang digunakan 

adalah kualitatif bersifat deskiprif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan 

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru belum berjalan dengan 

efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub 

indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi 

yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga faktor 

penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan 

penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Tampan, 

antara lain yaitu : masyarakat yang tidak memahami tentang 

                                                             
9 Mohamad Ikbal Paneo, “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi 

Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Gorontalo,” 

Skripsi 1, no. 271412004 (2017). 
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rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan 

narkotika, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu 

dan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Tampan 

belum dikatakan efektif, dikarenakan tidak adanya sarana dan 

prasrana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan 

rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan.
10

 Adapun 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang 

Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis 

menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian 

terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah. 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Lalu Arasistawa, Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Rehabilitasi 

Medis terhadap Remaja Sebagai Penyalahgunaan Narkotika 

Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Malang)” Pendekatan Masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis kualitatif. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang faktor-

faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba dan 

seberapa efektif pelaksanaan rehabilitasi medik remaja 

sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian 

dan pembahasan ini menunjukan bahwa kurangnya 

pemahaman tentang hukum, kesulitan ekonomi, pendidikan, 

dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang membuat 

remaja menyalahgunakan narkotika. Selama ini upaya 

pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Malang yaitu: upaya pre-emptive, preventif, 

represif, dan kuratif, efektivitas rehabilitasi medik dapat 

dikatakan efektif apabila pasien rehabilitasi medik patuh dan 

                                                             
10 Rizki Wiro Pangestu, “Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai 

Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan,” Skripsi, 2022. 
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kooperatif dalam menjalani semua arahan baik selama 

rehabilitasi berlangsung dan juga setelah masa rehabilitasi 

berakhir.
11

 Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, 

Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah 

sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan 

fiqh siyasah. 

 

H. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang dilakukan 

secara sistematik guna menyelesaikan suatu permasalahan atau 

menjawab pertanyaan. Dijelaskan juga bahwa metodologi 

penelitian adalah penggunaan metode ilmiah secara formal dalam 

menyelesaikan masalah.
12

 Berikut metode yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk 

meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat 

tersebut.
13

 Adapun yang menjadi objek penelitian ini 

adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan 

Rehabilitasi Dalam Penyalahgunaan Narkotika 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini penulis akan  

melakukan penelitian secara langsung di Provinsi 

                                                             
11 Lalu Arasistawa, “Tinjauan Efektifitas Rehabilitasi Medis Terhadap Remaja 

Sebagai Penyalahgunaanan Narkotika Dikabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Malang),” Skripsi, November 20, 2019. 
12 Fitrah Muh and Lutfiyah, Metodologi Penelitian (CV Jejak, 2017). 
13Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96. 
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Lampung guna  mendapatkan data-data yang dibutuhkan 

terkait dengan fokus penelitian.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif. 

Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu 

latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan 

makna dari pada generalisasi.
14

 

b. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Pada 

jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan 

data untuk memberikan gambaran penyajian laporan 

tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi 

misalnya.
15

 Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka 

penelitian deskriptif akan memaparkan bagaimana 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi 

Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi 

Pada BNN Provinsi Lampung). 

2. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan 

informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam 

penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan.
16

 

Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifar fleksibel 

                                                             
14 Johan Setiawan Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak, 

2018). 
15 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Raja Grafindo Persada, 

2003). 
16 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif 

Dan Kuantitatif (Jakarta: Erlangga, 2009), 91. 
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berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.
17

 Adapun 

informan dalam penelitian ini yaitu bagian Penanggung Jawab 

Kepegawaian Bidang Administrasi, petugas bagian 

rehabilitasi, dan  petugas bagian pasca rehabilitasi.   

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber 

data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari 

individu atau kelompok (orang) maupun hasil obersvasi 

dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
18

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber 

data penelitian diperoleh melalui media perantara atau 

secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti 

yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan 

kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, 

pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan 

dengan penelitiannya.
19

 

 

 

 

 

                                                             
17 Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian 

Kualitatif,” Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi 25, no. December 

(2018) 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

CV Alfabeta, 2017). 
19 Ibid. 
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4. Tektik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
20

 

Hal ini supaya dengan cara melakukan wawancara secara 

lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hukuman 

Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu 

data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti 

laporan, buku, catatan, materi arsipan, majalah yang 

memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis untuk bahan penelitian.
21

 

5. Pengolahan Data  

Pengolahan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai 

atau relevan dengan masalah. Agar tidak terjadi kerancuan 

atau kesalahan. 

b. Sistematis data (sistematizing) yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
22

 

 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

CV Alfabeta, 2013). 
21 Rifai Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press, 

2021). 
22 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004). 
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6. Teknik Analisa Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
23

  

Dalam menganalisis data, penulis akan melakukannya 

secara kualitatif. Adapun metode berpikir yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah 

suatu metode berpikir dimana berawal dari permasalahan yang 

bersifat khusus, untuk ditarik suatu kesimpulan atau hal-hal 

yang bersifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari pemahaman yang melebar dari 

pembahasan dalam penulisan maka penulis mencoba menguraikan 

secara sistematis yang terdiri dari lima Bab. Adapun pembahasan 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini penulis memaparkan mengenai 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini penulis memaparkan 

mengenai pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, ruang lingkup 

Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Bentuk-bentuk Kekuasaan Al-Sulthah 

Tanfidziyah pengertian rehabilitasi, jenis-jenis rehabilitasi, 

Konsep Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

                                                             
23 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Alfabeta, 2011). 
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2009 Tentang Narkotika, tujuan rehabilitasi,  dan dasar hukum 

rehabilitasi. 

Bab III Deksripsi Objek Penelitian. Bab ini penulis 

memaparkan tentang gambaran umum BNN (Badan Narkotika 

Nasional) Provinsi Lampung dan pelaksanaan rehabilitasi 

terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Provinsi Lampung. 

Bab IV Analisis penelitian. Bab ini penulis memaparkan 

tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika di BNN Provinsi Lampung dan Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap 

penyalahgunaan narkotika di BNN Provinsi Lampung.  

Bab V Penutup. Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan 

dari skripsi ini dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, dapat dtarik 

kesimpulan yaitu: 

Pertama, Dalam penerapan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di 

Atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang 

berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian (LPNK) indonesia yang 

mempunyai atau melaksanakan tugas di bidang pencegahan, 

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol. selain memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 

lembaga rehabilitasi tersebut BNN pun secara khusus berwenang 

menyelenggarakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan 

penyalahgunaan narkotika. Karena BNN adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

Tetapi dalam segi hambatan, ditemukan bahwasanya yang 

menjadi kendala utama di BNN Provinsi Lampung ini dalam 

Proses pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba adalah fasilitas sarana 

dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi yang belum 

memenuhi standar. Masih banyak yang harus dibenahi terutama 

ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi.  

Serta kendala utama lainnya adalah komitmen pasien 

rehabilitasi, untuk konsisten dalam menjalani program 

rehabilitasi. Karena Prilaku penyalahgunaan narkoba secara 
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psikologis bukanlah sebuah prilaku yang bisa dihentikan secara 

langsung, untuk menanganinya dibutuhkan proses metode-metode 

terapi dan program rehabilitasi secara bertahap agar pelaku 

penyalahgunaan bisa lepas dari ketergantungan. 

Kedua, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sebagai 

pelaksana Rehabilitasi Narkoba dalam pemberantasan Narkotika 

di Daerah Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari lembaga 

eksekutif (Al – Sulthah Tanfidziyah) yang memiliki tugas dalam 

melaksanakan undang-undang dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.  

Sesuai yang ada di dalam ketatanegaraan Islam, Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki kedudukan 

sebagai Wazir Tanfidz yang merupakan bagian dari salah satu 

bentuk kekuasaan Siyasah Tanfdziyah. Kewenangan Wazir 

Tanfidz sebagai pelaksana dari perintah Imam atau Pemimpin 

sangat relevan dengan tugas Badan Narkotika Provinsi Lampung 

yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau aturan dari pemerintah. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa hal yang 

bisa penulis sarankan antara lain: 

1. Untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam 

proses pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung sudah baik, akan tetapi 

hendaknya untuk mengoptimalkan pelaksanaannya seperti 

memperbaiki prasarana yaitu menata ulang ruangan, terutama 

ruangan yang di pakai untuk melaksanakan rehabilitasi atau 

ruangan bidang rehabilitasi serta lebih giat lagi dalam 

mensosialisasikan mengenai Rehabilitasi Narkoba dan 

dampak buruk penyalahgunaan narkotika . 

2. Untuk masyarakat, agar senantiasa terus belajar dan 

menambah wawasan mengenai dampak buruk narkoba, serta 

turut ikut andil dalam memerangi peredaran Narkotika untuk 



 

 
77 

menghentikan peredaran narkotika dan demi menciptakan 

negara tanpa narkoba serta kemajuan daerah. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tentang 

Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dapat dikaji lebih dalam 

lagi dengan permasalahan yang berbeda, atau dengan 

permasalahan yang sama namun dengan pendekatan yang 

berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan tentang Rehabilitasi Narkoba. 
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